
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 15 TAHUN 

2025 TENTANG  PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN 

PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025 

Kpt 15 Thn 2025. 4 Halaman. 

 

ABSTRAK : - Keputusan Ini Ditetapkan Untuk  menjamin efektivitas, 

ketertiban, ketetapan waktu dan pelayanan informasi dalam 

penanganan pengaduan maka ditetapkan petugas 

pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. 

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Mataram ini  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme,  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum,  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Manajemen Perubahan,  Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah,  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 
Pemerintah,  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, 
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota,  Peraturan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 



 

Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Penyelenggara Pemilihan Umum.    

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Ini 

Terdapat Lampiran  Pembentukan Tim Pengelola Sistem 

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 

2025. 

CATATAN  - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 19 

September  2025. 

- Lampiran 2 Halaman 


